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P U T U S A N

Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Apn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam

persidangan  Hakim  Tunggal  yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  XXX,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten

Tojo  Una-Una,  Provinsi  Sulawesi  Tengah,  dalam  hal  ini

memberikan kuasa kepada  Nasrun,  S.H.  dan Kawan,  para

Advokat/  Pengacara  dan  Konsultan  Hukum yang  berkantor

pada  Kantor  Hukum  “Nasrun,  S.H.,  &  Sejawat (NSJ)”,

beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota,

Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan

domisili elektronik pada alamat email:  coperandi@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023

dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Ampana Nomor:  XII/SK/XII/2023 tanggal  1 Desember 2023,

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  NIK  XXX,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Wiraswasta  (serabutan),  tempat  kediaman  di

Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa,  Penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  telah  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember

2023  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-court Mahkamah  Agung  yang

kemudian  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Ampana  Nomor

239/Pdt.G/2023/PA.Apn  tanggal  01  Desember  2023  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 15 November 2015, Penggugat dan

Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una,

Sulawesi  tengah,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXX,  yang

dikeluarkan tanggal 16 November 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah kontrakan di Kota Palu selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke

rumah  kos-kosan  di  Kabupaten  Banggai  selama  1  (satu)  tahun,  terakhir

pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tojo Una-una selama

kurang  lebih  5  (lima)  tahun  sampai  berpisah  dan  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri  (ba'da dukhul),  antara Penggugat dan

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki, umur 7

tahun);

b. ANAK  II  PENGGUGAT  DAN  TERGUGAT  (Perempuan,

umur 3 tahun);

Sekarang kedua orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa  awalnya  pada  awal  bulan  Januari  tahun  2021  yang  lalu

ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  tidak harmonis

dengan  adanya  perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi

keluarga;

b. Tergugat  adalah  Pemabuk  dan  sering  menkonsumsi

minuman keras (Miras)

c. Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak dari  perselisihan dan pertengkaran tersebut  terjadi

pada bulan Mei 2021 yang lalu, dikarenakan Tergugat memukul penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Apn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta  Penggugat  untuk mengurus cerai,  kemudian Tergugat  Pergi

meninggalkan penggugat dan kedua orang anaknya dan kembali ke rumah

saudaranya  di  Kabupaten  Tojo  Una-Una,  sejak  itulah  terjadi  perpisahan

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah sering berupaya untuk

merukunkan  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  Penggugat  tetap

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah

sulit  dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing  masing  pihak  tidak

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan merupakan

alternatife  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan

antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa karena perkawinan antara  Penggugat  dan Tergugat  selalu

mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah

tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini

sesuai  dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1

Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f)

jo.  KHI  Pasal  116  huruf  (f),  serta  Yurisprudensi  yang  masih  berlaku

dibenarkan adanya perceraian;

8. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini

Berdasarkan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon  agar

Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Yang Mulia Hakim segera memeriksa

dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau  Yang  Mulia  Hakim  berpendapat  lain  dalam  kaitannya  dengan

perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi

kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas

panggilan (surat tercatat) Nomor 239/Pdt.G/2023/PA.Apn tanggal 5 Desember

2023  dan  Nomor  239/Pdt.G/2023/PA.Apn  tanggal  12  Desember  2023  yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak  datangnya Tergugat  disebabkan  oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  memeriksa  keabsahan  surat  kuasa  Penggugat

kepada  kuasa  hukumnya  tertanggal  27  Desember  2023  yang  terdaftar  di

Register  Surat  Kuasa  Pengadilan  Agama  Ampana  Nomor:  XIII/SK/XII/2023

tanggal  1  Desember  2023,  serta  memeriksa kelengkapan dokumen sebagai

Advokat  berupa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  dan  dokumen  Berita  Acara

Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan

Kuasa  Hukum  Penggugat  pada  persidangan  dengan  dokumen  yang  telah

diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

hadir  di  persidangan,  namun  Hakim  berusaha  mendamaikan  dengan

menasehatai  Penggugat  melalui  kuasa  hukumnya  untuk  hidup  rukun  lagi

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara  a  quo secara  elektronik,  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  namun  Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut,  maka

persidangan  perkara  a  quo tetap  dilanjutkan  secara  elektronik  dan  perkara

diputus secara verstek;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Penggugat tanpa ada perubahan dan/

tambahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:
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1.

Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK:  XXX,

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 17

April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal

dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,

Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten

Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 16 November 2015.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Hakim  Tunggal,  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal

dan paraf Hakim Tunggal;

B.

Saksi

1.

SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah kakak kandung Penggugat;



Bahwa  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2015;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah  kontrakan  di  Kota  Palu  selama  2  (dua)  tahun  dan  terakhir

pindah ke rumah orang tua Penggugat  di  Kabupaten Tojo Una-una

sampai berpisah;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
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

Bahwa  setahu  saksi  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah

tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung  perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;



Bahwa  setahu  saksi  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi

keluarga, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan

Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei

2021  yang  lalu  dikarenakan  Tergugat  memukul  penggugat  dan

meminta Penggugat untuk mengurus perceraian yang lalu, sejak itu

Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Bahwa  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat

dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan

kembali;

2. SAKSI  II,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:



Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah teman Penggugat;



Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

yang sah;
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

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di

rumah  kontrakan  di  Kota  Palu  selama  2  (dua)  tahun  dan  terakhir

pindah ke rumah orang tua Penggugat  di  Kabupaten Tojo Una-una

sampai berpisah;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang saat ini diasuh oleh Penggugat;



Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun dan harmonis,  namun sejak bulan Januari  2021 sudah tidak

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar;



Bahwa  setahu  saksi  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi

keluarga, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan

Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei

2021  yang  lalu  dikarenakan  Tergugat  memukul  penggugat  dan

meminta Penggugat untuk mengurus perceraian yang lalu, dan yang

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Bahwa  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin

bercerai dengan Tergugat;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat

dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

sulit untuk dirukunkan kembali;
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Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa oleh karena jumlah hakim di  Pengadilan Agama

Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari

3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat  Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan

Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampana, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini

diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara  a quo adalah perkara Cerai Gugat yang

diajukan oleh Penggugat  yang menikah secara Islam dengan Tergugat,  dan

Penggugat  berdomisili  di  wilayah hukum Pengadilan  Agama Ampana,  maka

sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut  menjadi  kewenangan

Pengadilan  Agama  dan  sesuai  Pasal  73  ayat  (1)  undang-undang  tersebut

secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

telah  mendaftarkan  perkara  secara  elektronik  maka  sesuai  dengan  maksud

Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  7  Tahun  2022  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di

Pengadilan  Secara  Elektronik,  Penggugat  telah  dipanggil  secara  elektronik

melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun  2022  tentang  perubahan  atas  Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1
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Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan

Secara  Elektronik,  oleh  karenanya  Hakim  menilai  perkara  ini  telah  dapat

diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

didampingi kuasanya datang ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah

dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan

harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan

Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum

dan  persidangan  tetap  dilanjutkan  secara  selektronik  dan  perkara  diputus

secara verstek (vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  7  Tahun 2022 tentang perubahan atas  Peraturan Mahkamah Agung

Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di

Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memeriksa  keabsahan  surat  kuasa

khusus Penggugat  kepada Kuasa Hukumnya,  dan ternyata  telah  memenuhi

syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat  Kuasa Khusus dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat,

dengan  demikian  Hakim  menyatakan  menerima  Kuasa  Hukum  Penggugat

untuk  beracara  di  depan  persidangan  Pengadilan  Agama Ampana  mewakili

dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara secara elektronik sebagai  Pengguna Terdaftar dan sesuai  ketentuan

dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

pada  bagian  III  huruf  C  angka  1  huruf  d  dan  f  tentang  Petunjuk  Teknis

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka

Hakim  telah  meneliti  kesesuaian  antara  dokumen  asli  dengan  dokumen

elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  sesuai  dengan ketentuan Pasal  4 ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan  Hakim  telah  berupaya

menasehati  Penggugat  melalui  Kuasa  Hukumnya  agar  bersabar  dan  rukun
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kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat

telah bertekad ingin bercerai  dari  Tergugat,  dengan demikian Hakim menilai

telah terpenuhi  ketentuan Pasal  39 ayat  (1)  Undangundang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke

dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam gugatan

Penggugat adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro

Tergugat  terhadap Penggugat  dengan alasan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit

untuk dirukunkan kembali disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab

terhadap  ekonomi  keluarga,  Tergugat  sering  minum-minuman  keras  hingga

mabuk dan Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat, puncaknya

terjadi  pada  bulan  Mei  2021  yang  lalu  dikarenakan  Tergugat  memukul

penggugat dan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian yang akibatnya

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah

berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

masalah Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg  jo Pasal 1685 KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI

II;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1 (fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
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Pasal  285  R.Bg jo.  Pasal  1870  KUH Perdata,  membuktikan  bahwa tempat

tinggal  Penggugat  sebagaimana  tertera  dalam  surat  gugatannya  yakni  di

wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat

dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (legitima standi

in judicio);

Menimbang,  bahwa saksi  1  (SAKSI  I)  dan  saksi  2  (SAKSI  II)  telah

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

R.Bg,  Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa saat ini antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang

lalu  dikarenakan  disebabkan  adanya  perselisihan  terus-menerus  yang

dikarenakan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi  keluarga,

Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak lagi

menghargai  orang  tua  Penggugat.  Berdasarkan  hal  tersebut  Penggugat

menyatakan sudah tidak  sanggup lagi  membina rumah tangga dengan baik

bersama  Tergugat,  dan  ingin  mengakhiri  hubungannya  bersama  Tergugat

dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak

berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil

dan  materil,  maka  Hakim  menyatakan  bahwa  keterangan  kedua  saksi

Penggugat  tersebut  merupakan  alat  bukti  yang  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat,

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah pada tanggal 15 November 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
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b. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan

Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi  keluarga,  Tergugat

sering  minum-minuman  keras  hingga  mabuk  dan  Tergugat  tidak  lagi

menghargai orang tua Penggugat;

a. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021

yang lalu sampai sekarang dikarenakan Tergugat memukul penggugat dan

meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;

b. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan

Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak

berhasil,  begitu  pula  Hakim  dipersidangan  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut  di  atas

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa  alasan  perceraian  Penggugat  adalah  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami  isteri  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  dan  diantara

mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa ada beberapa unsur yang terdapat  dalam Pasal  19 huruf (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu:  pertama,  adanya  hubungan  hukum  sebagai

suami isteri, kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran, ketiga, perselisihan

dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, keempat, tidak ada harapan

untuk  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  dan  Hakim  akan

mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan menghubungkan fakta-fakta

hukum di atas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada

tanggal  15  November  2015  adalah  fakta  yang  menunjukkan  bahwa  unsur
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pertama telah terpenuhi, dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai

suami isteri yang sah;

Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sejak  bulan  Januari  2021  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat  tidak bertanggung

jawab  terhadap  ekonomi  keluarga,  Tergugat  sering  minum-minuman  keras

hingga mabuk dan Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat adalah

fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi  dimana sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  ungkapan  “terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas

menyatakan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  antara  lain

karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat

sering  minum-minuman  keras  hingga  mabuk  dan  Tergugat  tidak  lagi

menghargai  orang tua Penggugat,  perselisihan tersebut  semakin  memuncak

yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan

Mei 2021 yang lalu dikarenakan Tergugat memukul penggugat dan meminta

Penggugat  untuk  mengurus  perceraian  yang  lalu,  yang  pergi  meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Tergugat,  meskipun pihak keluarga sudah

berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  bahwa  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan

pihak  keluarga  telah  cukup  mendamaikan  kedua  belah  pihak  berperkara,

sementara  Hakim  juga  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  namun

Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan

menyesal  sedikitpun,  hal  itu  menjadi  indikasi  yang  kuat  bagi  Hakim bahwa

ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin

telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim

dapat  menarik  suatu  kesimpulan  bahwa  unsur  “terus-menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga” telah terpenuhi;
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Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat

Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk  membentuk  rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan jika Penggugat dan Tergugat

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

mencintai,  saling  pengertian  dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Penggugat

tetap  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya

dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh

melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan

alternatif  terakhir  untuk  menyelesaikan  sengketa  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;

Bahwa,  hal  ini  relevan  dengan  pendapat  ahli  Hukum  Islam  yang

terdapat dalam Kitab  Risalah Assyiqoq  halaman 22 yang diambil oleh Hakim

sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذ  

Artinya: Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian
memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan
talak satu.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2)

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,

maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci
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(sekurang-kurangnya  sembilan  puluh  hari)  dikarenakan  perceraian  tersebut

ba’da  dukhul sebagaimana  maksud  Pasal  153  ayat  (4)  dan  Pasal  155

Kompilasi  Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat  wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum

Islam;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  tahun  2009,  biaya  perkara  patut  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1.

Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.

Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4.

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember

2023  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  5  Jumadil  Akhir  1445  Hijriah  oleh

Nurlailatul  Farida,  S.H.I.,  sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  Surat

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

di  Pengadilan  Agama  Ampana,  tanggal  17  Juni  2019,  putusan  tersebut
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diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum  dengan  dibantu  oleh Hasanuddin,  S.H.I.,  M.H.,  sebagai  Panitera

Pengganti,  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  dan  kuasanya  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.
Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp85.000,00

4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
JUMLAH : Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
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